BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah

dipaparkan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penerapan prinsip ketepatan waktu dalam sistem Online Single
Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan
lancar  karena  Pemerintah  Kabupaten = Gunungkidul telah
mengimplementasikan jangka waktu pelayanan sesuai dengan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh
kementerian teknis terkait. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
melalui DPMPTSP telah memastikan bahwa pelayanan OSS di daerah
ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan
dengan menerapkan jangka waktu pelayanan yang sesuai dengan
pedoman yang telah ditetapkan oleh NSPK kementerian teknis, yang
merupakan aturan baku dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di
Indonesia. Penerapan prinsip keterbukaan pada sistem OSS di
DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul juga berjalan dengan lancar,
setiap bulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul secara rutin melaporkan
data izin terbit yang diterbitkan. Sebagian besar data izin terbit tersebut

berasal dari sistem Online Single Submission (OSS), yang disalurkan
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kepada 14 pihak penerima yang ada di lingkungan pemerintahan
Kabupaten Gunungkidul. Keterbukaan informasi terkait proses
perizinan dipastikan dengan cara mengirimkan data perizinan yang
sudah diolah setiap bulannya kepada 14 penerima data melalui aplikasi
SRIKANDI. Aplikasi SRIKANDI merupakan Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang diciptakan karena sesuai aturan
dari Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 mengenai Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Kendala dalam penerapan prinsip ketepatan waktu di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Gunungkidul dalam pelayanan sistem OSS (Online Single
Submission) dipengaruhi oleh masalah koneksi internet. Masalah ini
tidak hanya menghambat proses perizinan, tetapi juga berdampak pada
efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan. Selain masalah teknis,
ada juga tantangan terkait dengan pemahaman pengguna tentang
sistem OSS. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami
cara menggunakan sistem ini, sehingga mereka mengalami kesulitan
saat mengajukan izin secara online. Sedangkan salah satu kendala
utama dalam penerapan prinsip transparansi pada pelayanan Online
Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul adalah
adanya ketidaksinkronan data yang menyebabkan informasi yang

tersedia tidak selalu akurat dan terkini.
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3. DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk mengatasi
kendala dalam penerapan prinsip ketepatan waktu berupa gangguan
internet dengan melalui komunikasi aktif dengan petugas aplikasi.
Salah satunya adalah setiap gangguan internet yang menyebabkan
aplikasi OSS tidak dapat diakses segera dilaporkan kepada petugas
yang berwenang. Dengan pemantauan secara real-time, DPMPTSP
dapat mengetahui penyebab gangguan, baik itu dari sisi jaringan
internet lokal maupun dari sisi server aplikasi OSS. Jika masalah
berasal dari server pusat, maka petugas aplikasi OSS dapat segera
melakukan tindakan perbaikan.

Sedangkan, untuk mengatasi kendala kurangnya pemahaman pelaku
usaha terhadap penggunaan OSS, DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul
menyediakan panduan tertulis berupa infografis sederhana yang
merangkum tahapan pembuatan izin melalui OSS agar lebih mudah
untuk dipahami. Panduan berupa infografis tersebut dapat diakses

melalui website https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id. Dalam upaya

mengatasi kendala yang muncul dalam penerapan prinsip keterbukaan
pada pelayanan Online Single Submission (OSS), khususnya terkait
dengan ketidaksinkronan data serta adanya data yang terkadang
terlewat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul mengambil langkah strategis
dengan melakukan pengumpulan data ulang. Langkah ini bertujuan

untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam sistem


https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id/
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perizinan berbasis OSS telah tercatat dengan benar, akurat, dan valid

sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.

B. Saran

1.

Untuk mengatasi kendala koneksi internet yang menghambat
penerapan prinsip ketepatan waktu dalam pelayanan OSS, Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul disarankan untuk meningkatkan infrastruktur
jaringan internet, terutama di daerah yang masih mengalami kendala
akses. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih intensif dengan
penyedia layanan internet guna memastikan kestabilan jaringan,
sehingga pelayanan OSS dapat berjalan tanpa hambatan.

Mengingat masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan
dalam menggunakan sistem OSS, DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul
disarankan untuk mengadakan pelatihan secara berkala, baik secara
luring maupun daring. Selain itu, perlu adanya pengembangan materi
panduan yang lebih interaktif, seperti video tutorial atau webinar, agar

lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.

. Untuk mengatasi kendala ketidaksinkronan data dalam sistem OSS,

DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul perlu meningkatkan koordinasi
dengan kementerian teknis terkait guna memastikan sistem yang
digunakan telah terintegrasi dengan baik. Selain itu, penguatan sistem
validasi dan verifikasi data secara otomatis dapat membantu

meminimalkan kesalahan atau data yang terlewat.
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4. Pengembangan materi panduan seperti video tutorial menggunakan
sistem OSS dapat disebar luaskan melalui media internet seperti
WhatsApp grup agar dapat menjembatani pelaku usaha yang belum

paham akan mengajukan perizinan berusaha melalui OSS.
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